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ABSTRAK 

 

Lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki peran strategis dalam menyediakan 

akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok usaha 

mikro. Namun, perkembangan LKM di Indonesia belum diimbangi dengan sistem 

perlindungan dana nasabah yang memadai, khususnya dalam bentuk lembaga 

penjamin simpanan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM 

sebenarnya telah mengamanatkan adanya sistem penjaminan simpanan, tetapi 

hingga saat ini belum terealisasi secara konkret. Kondisi tersebut menimbulkan 

ketimpangan perlindungan antara nasabah bank yang dijamin oleh LPS dan nasabah 

LKM yang tidak memperoleh jaminan serupa. Berbagai kasus gagal bayar dan 

fraud pada LKM menunjukkan kerugian besar yang dialami nasabah, sehingga 

menimbulkan persoalan perlindungan hukum dan keadilan ekonomi. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada empat rumusan masalah, yaitu 

kelemahan regulasi LKM, fakta kerugian nasabah, urgensi LPS bagi LKM dalam 

perspektif perlindungan hukum, serta urgensinya dalam perspektif Maqāṣid asy-

Syarī‘ah.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, yang 

dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah 

regulasi terkait LKM dan perlindungan nasabah, sedangkan pendekatan filosofis 

digunakan untuk menganalisis urgensi penjaminan simpanan melalui teori Maqāṣid 

asy-Syarī‘ah. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

perlindungan hukum, yang membedakan perlindungan preventif dan represif, serta 

teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai 

tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi LKM di Indonesia masih memiliki 

kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan dana nasabah secara represif karena 

belum adanya lembaga penjamin simpanan. Kondisi tersebut menyebabkan 

nasabah LKM rentan mengalami kerugian ketika terjadi kegagalan lembaga atau 

fraud. Dalam perspektif perlindungan hukum, keberadaan LPS bagi LKM sangat 

diperlukan untuk melengkapi perlindungan preventif yang sudah ada melalui 

pengawasan dan regulasi. Sementara itu, dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah, 

penjaminan simpanan bagi LKM merupakan kebutuhan yang bersifat ḍarūriyyāt 

karena berkaitan langsung dengan perlindungan harta dan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan sistem penjaminan simpanan bagi LKM 

menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian 

hukum, dan kemaslahatan sosial. 

 

Kata kunci: Lembaga keuangan mikro, Lembaga Penjamin Simpanan, 

perlindungan hukum, Maqāṣid asy-Syarī‘ah 

   



iii 
 

ABSTRACT 

 

Microfinance institutions (MFIs) play a strategic role in providing financial access 

for low-income communities and micro-enterprises. However, the development of 

MFIs in Indonesia has not been accompanied by an adequate depositor protection 

system, particularly in the form of a deposit insurance institution. Law Number 1 

of 2013 concerning Microfinance Institutions actually mandates the establishment 

of a deposit insurance system, but this mandate has not yet been realized in practice. 

This condition creates an imbalance in protection between bank customers, whose 

deposits are guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), and MFI 

clients, who receive no similar guarantee. Several cases of default and fraud in 

MFIs have resulted in significant financial losses for customers, raising serious 

concerns regarding legal protection and economic justice. Based on this 

background, this study addresses four main issues: regulatory weaknesses of MFIs, 

empirical losses suffered by customers, the urgency of LPS for MFIs from the 

perspective of legal protection, and its urgency from the perspective of Maqāṣid 

asy-Syarī‘ah.  

This research is a normative legal study with a prescriptive nature, conducted 

through library research on primary and secondary legal materials. The 

approaches used are the statutory approach and the philosophical approach. The 

statutory approach is employed to examine regulations related to MFIs and 

customer protection, while the philosophical approach is used to analyze the 

urgency of deposit insurance through the framework of Maqāṣid asy-Syarī‘ah. The 

theoretical framework of this study combines the theory of legal protection, which 

distinguishes between preventive and repressive protection, and the theory of 

Maqāṣid asy-Syarī‘ah, particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) as a 

central objective in the Islamic economic system. 

The results show that the regulatory framework of MFIs in Indonesia still contains 

significant weaknesses, especially in the aspect of repressive legal protection due 

to the absence of a deposit insurance institution. As a result, MFI customers remain 

vulnerable to financial losses when institutional failures or fraud occur. From the 

perspective of legal protection theory, the establishment of LPS for MFIs is 

essential to complement the existing preventive measures through regulation and 

supervision. Meanwhile, from the perspective of maqāṣid asy-Syarī‘ah, deposit 

insurance for MFIs constitutes a ḍarūriyyāt-level necessity, as it directly relates to 

the protection of wealth and social welfare. Therefore, the establishment of a 

deposit insurance system for MFIs is an urgent need to ensure justice, legal 

certainty, and social welfare. 

 

Keywords: Microfinance institutions, Deposit insurance, Legal protection, 

Maqāṣid asy-Syarī‘ah 
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MOTTO 

 

 

 

“Always trust the process” 

 

 

“Hukum yang baik adalah hukum yang seharusnya memberikan sesuatu yang 

lebih daripada sekedar prosedur hukum” 

 

 

“Kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya 

solusi” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa 

yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan 

transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan 

Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan 

sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Śa’ Ś ث

es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ح

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D da د 
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 Żal Ż ذ 

ze (dengan titik di 

atas) 

 Ra’ R er ر

 Za’ Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad Ṣ ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad Ḍ ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa’ Ṭ ط

te (dengan titik di 

bawah) 

 Ẓa’ Ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah) 

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن
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 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 Ditulis muta’addidah مُتعََد ِّ دةَ  

دَّة    Ditulis ‘iddah عِّ

 

C. Ta’ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan dituli h 

كْمَة    Ditulis ḥikmah حِّ

لَّة    Ditulis ‘illah عِّ

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-Auliyā كَرَامَةُ الْأوْلِّيَاءِّ 
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3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, 

maka ditulis t atau h 

 Ditulis Zakāh al-Fiţri زَكَاةُ اْلفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

1. َ--------  Fatḥah  ditulis a 

2. ِّ--------  Kasrah ditulis i 

3. ُ--------  Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. 
Fatḥah + alif 

ان استحس  

ditulis 
ā 

Istiḥsān 

2. 
Fatḥah + ya’ mati 

ثىأن  

ditulis 
ā 

Unsā 

3. 
Kasrah + ya’ mati 

ريمك  

ditulis 
ĩ 

Karĩm 

4. 
Ḍammah + wawu mati 

روض ف  

ditulis 
û 

Furûḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 بينكم 
ditulis 

ai 

Bainakum 

2. 
Fatḥah + wawu mati 

لوق  
ditulis 

au 

Qaul 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a'antum أأنتم

 ditulis u'iddat عدتأ

 ditulis la'in syakartum لإن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya 

 ditulis Al-Qur’ān القرآن 

 ditulis al-Qiyās القياس 

 

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang 

mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya 

 ’ditulis an-Nisā النساء 

 ditulis ar-Risālah الرسالة 

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi اهل الرأي 

 ditulis Ahl as-Sunnah اهل السنة 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam 

jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu, dan dapat 

dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian 

yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.1 Salah satu yang 

memiliki peran penting di dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor keuangan 

adalah lembaga keuangan. 

 Macam-macam lembaga keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan 

luasnya cakupan operasionalnya, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga 

keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank sentral (seperti Bank 

Indonesia), bank umum (konvensional dan Syariah), serta bank perkreditan rakyat 

(BPR). Sementara itu, lembaga keuangan nonbank mencakup asuransi, dana 

pensiun, perusahaan pembiayaan, pegadaian, pasar modal.2 Salah satu lembaga 

keuangan jika dilihat dari segi luasnya cakupan operasionalnya adalah lembaga 

keuangan mikro.

 
1 D. Ernita, S. Amar, dan E. Sofyan, “Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02 

Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia,” Jurnal Kajian Ekonomi I, 

no. 02 (2013): hlm. 176. 

2 Kenya Swawikanti, “Lembaga Keuangan: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Perannya,” 

ruangguru.com, 22 November 2025, https://www.ruangguru.com/blog/lembaga-keuangan. 
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Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan 

untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik 

melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan 

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi 

pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

5 Terdapat berbagai macam bentuk lembaga keuangan mikro, seperti Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP),Bank Wakaf Mikro (BWM) dan lain sebagainya.  

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia telah menjamur di berbagai daerah. 

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) terus meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan 10,13% jumlah 

LKM dari tahun 2019 sebanyak 204 LKM di tahun 2020 jumlahnya sudah 

mencapai 227. Hingga kuartal ketiga 2022, terdapat 238 LKM di 

Indonesia.6 Sedangkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada 

bulan Februari tahun 2022, jumlah BMT yang masih eksis adalah sebanyak 1.070 

yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia.7 Kemudian, pada tahun 2024 

berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi aktif di 

 
5 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga 

Keuangan Mikro” (2013), https://peraturan.bpk.go.id/Details/38813/uu-no-1-tahun-2013. 

6 “Lembaga Keuangan Mikro: Pengertian, Tujuan, hingga Contohnya,” Briapi (Jakarta), 

diakses 10 Januari 2026, https://developers.bri.co.id/id/news/mengenal-lembaga-keuangan-mikro-

pengertian-tujuan-hingga-contohnya. 

7 Susiyanti dan Eko Setyawan, “Identifikasi Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam 

Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah” (Jakarta: SNKI, 2019). 
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Indonesia mencapai lebih dari 127.000 unit, dan sebagian besar merupakan 

koperasi simpan pinjam.8  

Namun, di balik eksistensi dan peran strategisnya, LKM menghadapi 

berbagai permasalahan serius, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap dana 

nasabah atau anggota. Seperti perkara mengenai koperasi yang mengalami gagal 

bayar yang mengundang keprihatianan. Beberapa diantaranya pada Koperasi 

Sejahtera Bersama tahun 2020 dengan jumlah korbannya kurang lebih 186 orang. 

Kerugian yang dialami korban mencapai Rp 8.8 triliun.9 Selanjutnya ada kasus KSP 

Inti Dana jumlah kerugian kewajibannya Rp 930 miliar, Koperasi Lima Garuda Rp 

570 miliar, Koperasi Timur Pratama Indonesia jumlah kewajibannya kurang lebih 

Rp 400 miliar, kemudian KSP Indosurya Cipta dengan jumlah kewajibannya Rp 

13,8 triliun, KSP Pracico Inti Utama jumlah kewajiban Rp 623 miliar. Koperasi 

Pracico Inti Sejahtera jumlah kewajiban Rp 763 miliar, dan Koperasi Jasa Berkah 

Wahana Sentosa kewajibannya Rp 226 miliar. Dan jika di total kurang lebih Rp 26 

triliun yang merugikan dana masyarakat.10  

Selain berbagai kasus dari koperasi, banyak juga kasus dari Baitul Maal wat 

Tamwil (BMT), terdapat kasus yang terbaru yaitu kasus BMT BUS Tuban yang 

 
8 “Perkembangan Koperasi di Indonesia: Dari Gerakan Rakyat ke Pilar Ekonomi Nasional,” 

Diskuk Jabar, 2025, https://diskuk.jabarprov.go.id/berita-diskuk-jabar/perkembangan-koperasi-di-

indonesia-dari-gerakan-rakyat-ke-pilar-ekonomi-nasional3. 

9 Aulia Akbar, “4 Penipuan Berkedok Koperasi Paling Heboh di Indonesia,” CNBC 

Indonesia, 2022, https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20221220110538-72-398438/4-

penipuan-berkedok-koperasi-paling-heboh-di-indonesia. 

10 Arthur Gideon, “8 Koperasi Simpan Pinjam Rampok Duit Nasabah Rp 26 Triliun, Ini 

Daftarnya,” Liputan6.com, 2025, https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900368/8-koperasi-

simpan-pinjam-rampok-duit-nasabah-rp-26-triliun-ini-daftarnya. 
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kesulitan mengembalikan dana nasabahnya dengan nominal mencapai 16 miliar 

dengan kebanyakan nasabahnya adalah para pedagang.11 Kemudian kasus BMT 

Muamaroh di Banten yang dilaporkan mengalami gagal bayar kepada ratusan 

nasabah dengan kerugian mencapai 9,1miliar rupiah karena dugaan 

penyalahgunaan dana dan lemahnya pengawasan internal.12 Selanjutnya terdapat 

kasus BMT Nurus’saadah Pekalongan dengan total dana nasabah yang tidak dapat 

dikembalikan mencapai 3,6 miliar13 dan, masih di daerah yang sama, kasus BMT 

Mitra Umat Pekalongan dengan kerugian mencapai 87 miliar dengan jumlah 

nasabah mencapai 23 ribu nasabah.14 Sejumlah kasus tersebut menggambarkan 

kerentanan struktural LKM. Di satu sisi, masyarakat kecil mempercayakan dananya 

kepada LKM karena dianggap lembaga yang dekat, amanah, dan sebagian berbasis 

nilai-nilai Syariah, tapi di sisi lain mereka tidak mendapat perlindungan dan 

jaminan atas dana yang mereka simpan di LKM. 

 
11 A.M. Haqqi Annazili, “Tak Bisa Cairkan Uang Simpanan, Ratusan Nasabah Laporkan 

KSPP BMT BUS,” indosatu.co, 2024, https://www.indosatu.co/tak-bisa-cairkan-uang-simpanan-

ratusan-nasabah-laporkan-kspp-bmt-bus/. 

12 “Ratusan Nasabah Laporkan Koperasi BMT ke Polda Banten, Kerugian Capai Rp9,1 

Miliar,” Lineberita, 2025, https://www.lineberita.id/ratusan-nasabah-laporkan-koperasi-bmt-ke-

polda-banten-kerugian-capai-rp91-miliar/. 

13 Kuswandi, “Ratusan Nasabah BMT Nurussa’adah Lapor ke Polisi, Uang Tabungan Tak 

Kunjung Cair,” Suara Merdeka Pantura, 2024, https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-

raya/0614021106/ratusan-nasabah-bmt-nurussaadah-lapor-ke-polisi-uang-tabungan-tak-kunjung-

cair. 

14 Opini, “Sudah 1 Tahun Pengusutan Dugaan Penggelapan Uang Nasabah Rp 87 Miliar oleh 

BMT Mitra Umat Belum Ada Titik Terang,” Suara Merdeka Pekalongan, 2025, 

https://pekalongan.suaramerdeka.com/pekalongan-raya/18114582774/sudah-1-tahun-pengusutan-

dugaan-penggelapan-uang-nasabah-rp-87-miliar-oleh-bmt-mitra-umat-belum-ada-titik-terang. 
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Berbagai kasus yang telah terjadi pada lembaga keuangan mikro di 

Indonesia menunjukan masih terdapat banyak kelemahan dalam hal regulasi, 

pengawasan, dan juga perlindungan nasabah. Tak dapat dipungkiri semakin besar 

skala kegiatan penghimpunan dana publik, semakin tinggi pula kebutuhan akan 

jaminan dan pengawasan yang memadai, karena bagaimanapun jaminan dalam 

kegiatan ekonomi merupakan hal yang lazim dan telah dikenal sejak lama, karena 

menjadi salah satu aspek fundamental dalam aktivitas ekonomi yang berfungsi 

sebagai instrumen pengamanan bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem 

perbankan, risiko semacam ini telah lama diantisipasi melalui kehadiran Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, namun hingga saat ini belum 

terdapat mekanisme penjaminan simpanan yang secara nasional berlaku bagi 

nasabah lembaga keuangan mikro. Meskipun sejatinya di dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro telah diamanatkan 

pembetukan lembaga penjamin simpanan, akan tetapi hingga kini belum juga 

terealisasi.15 

Ketiadaan lembaga penjamin simpanan pada lembaga keuangan mikro 

mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi penyimpan dana. Dalam kasus 

kegagalan atau kebangkrutan LKM, para nasabah yang menyimpan dana berpotensi 

kehilangan seluruh simpanannya tanpa adanya mekanisme penggantian yang sah. 

 
15 Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Lembaga 

Keuangan Mikro. 
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Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan antara lembaga keuangan formal dan 

lembaga keuangan rakyat. Selain itu hal ini menunjukan perlindungan hukum yang 

ada di Indonesia belum optimal sehingga masih terdapat banyak pihak yang kurang 

mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak mereka. 

Dari perspektif hukum Islam, permasalahan ini berkaitan dengan dimensi 

moral dan prinsip dasar hukum Islam, di mana salah satu tujuan utama hukum Islam 

(maqāṣid asy-Syarī‘ah ) adalah ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta). Ketika 

dana simpanan masyarakat hilang tanpa ada lembaga yang melindunginya, maka 

dari perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah berpotensi mengakibatkan pelanggaran 

terhadap prinsip perlindungan harta. Selain itu, prinsip al-‘adl (keadilan) dan ḥifẓ 

an-nafs (perlindungan terhadap kesejahteraan hidup) juga berpotensi tidak 

terpenuhi karena masyarakat kecil menanggung kerugian ketika LKM gagal 

membayar dana simpanan mereka. 

Dengan demikian, pembentukan lembaga penjamin simpanan bagi LKM 

perlu ditinjau urgensinya dari perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah perlindungan dana 

nasabah bukan hanya persoalan ekonomi dan hukum positif, melainkan juga bagian 

dari upaya menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam sistem 

keuangan Islam. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana 

konsep penjaminan simpanan bagi LKM selaras dengan maqāṣid asy-Syarī‘ah, 

serta bagaimana urgensinya dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini masih 

belum memberikan jaminan menyeluruh terhadap dana masyarakat di lembaga 

keuangan mikro. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 4 (empat) 

rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran mengenai kelemahan regulasi LKM di Indonesia? 

2. Bagaimana fakta kerugian nasabah akibat kelemahan regulasi LKM? 

3. Bagaimana urgensi LPS untuk LKM dalam perspektif perlindungan hukum 

bagi nasabah atau anggota? 

4. Bagaimana urgensi LPS untuk LKM dalam perspektif Maqāṣid asy-

Syarī‘ah? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah 

lembaga keuangan mikro dalam konteks kelembagaan dan regulasi yang 

ada. 

b. Mengkaji urgensi keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

dalam lembaga keuangan mikro dari perspektif maqāṣid asy-syarī'ah, 

khususnya dalam aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan (al-

ʿadl), dan kesejahteraan hidup (ḥifẓ al-nafs). 
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c. Menelaah kesesuaian dan kontribusi pembentukan LPS bagi lembaga 

keuangan mikro dalam memperkuat perlindungan hukum dan keadilan 

ekonomi menurut prinsip-prinsip hukum Islam. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual 

dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan perspektif 

maqāṣid asy-Syarī‘ah dalam pengkajiannya terhadap mekanisme 

perlindungan dana nasabah lembaga keuangan mikro. Temuan penelitian ini 

turut memperkaya literatur tentang penjaminan simpanan dalam konteks 

keuangan mikro yang belum banyak dibahas dari sudut pandang syariah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait untuk memperbaiki 

regulasi dan pengawasan perlindungan nasabah lembaga keuangan 

mikro, serta mendorong pembentukan LPS yang sesuai dengan 

prinsip syariah dan kebutuhan riil masyarakat. 

2) Memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merancang 

kebijakan inklusif dan protektif terhadap penyimpan dana di lembaga 

keuangan mikro, agar lebih adil dan berkeadaban sesuai maqāṣid asy-

Syarī‘ah. 

3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman kepada masyarakat, khususnya nasabah lembaga 
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keuangan mikro, mengenai pentingnya sistem penjaminan simpanan 

sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko kehilangan dana dan 

sebagai bentuk implementasi keadilan sosial dalam perspektif Islam. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai urgensi kebutuhan hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan 

untuk beberapa lembaga keuangan mikro sebenarnya bukan merupakan hal yang 

baru. Penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang sama tentang 

pentingnya dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan pada lembaga keuangan mikro, 

sehingga akan tampak letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

lain serta untuk menghindari adanya kesamaan pada penelitian-penelitian terdahulu 

dan menghindari adanya plagiasi. 

Pertama, skripsi karya M. Afiq Zidnadin Ziddan mahasiswa UIN 

Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2025 berjudul “Kepastian Hukum dalam 

Penjaminan Dana Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.”16 Penelitian ini 

menekankan bahwa kepastian hukum merupakan unsur penting dalam menjamin 

kepercayaan masyarakat terhadap LKMS. Penulis menemukan bahwa regulasi 

yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Keuangan Mikro, belum mengatur mekanisme penjaminan simpanan secara tegas. 

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga atau 

mekanisme penjaminan dana, baik melalui perluasan fungsi LPS maupun melalui 

 
16 M Afiq Zidnadin Ziddan, “Kepastian Hukum dalam Penjaminan Dana Nasabah Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah” (UIN Abdurahman Wahid, 2025). 
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asuransi syariah, sebagai upaya untuk menjamin keamanan dana nasabah dan 

memperkuat sistem keuangan mikro syariah di Indonesia 

Kedua, penelitian oleh Miftahul Jannah, Raffles, dan Evalina Alissa dalam 

jurnal Zaaken: Journal of Civil and Business Law berjudul “Perlindungan Hukum 

Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”17 berfokus 

pada aspek kewenangan OJK dan keberadaan LPS bagi LKM Syariah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif bagi nasabah 

memang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2013, namun perlindungan represif 

seperti penjaminan dana nasabah melalui LPS belum terealisasi. Pasal 19 UU LKM 

sebenarnya mengamanatkan adanya sistem penjaminan simpanan bagi lembaga 

keuangan mikro, namun hingga kini belum ada peraturan pemerintah yang 

menindaklanjutinya. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan LPS khusus bagi 

LKM menimbulkan ketimpangan regulasi antara perbankan syariah dan LKM 

syariah, di mana nasabah BMT tidak memperoleh jaminan atas dana simpanannya 

jika terjadi pailit. Oleh karena itu, Miftahul Jannah dkk. menyarankan agar 

pemerintah segera membentuk lembaga penjamin simpanan mikro syariah atau 

memperluas mandat LPS nasional untuk mencakup lembaga keuangan mikro, 

dengan skema premi dan batas penjaminan yang disesuaikan dengan karakteristik 

BMT. 

 
17 Mifthahul Jannah, Raffles Raffles, dan Evalina Alissa, “Perlindungan Hukum Bagi 

Nasabah Penyimpan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” Zaaken: Journal of Civil and 

Business Law 2, no. 2 (2021): 261–80, https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i2.12395. 
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Ketiga, skripsi karya Syafi’atul Mir’ah Ma’shum dari Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berjudul “Perlindungan Hukum bagi 

Nasabah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia”18 Penelitian 

ini menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap nasabah BMT ketika 

lembaga tersebut dilikuidasi. Penulis menjelaskan bahwa tidak adanya lembaga 

penjamin simpanan bagi BMT menyebabkan kerugian nasabah tidak dapat 

ditanggung secara hukum sebagaimana halnya bank yang dijamin oleh LPS. Jenis 

penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

konseptual. Hasil penelitian menegaskan bahwa diperlukan regulasi khusus yang 

menjamin dana nasabah BMT untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga keuangan mikro syariah. 

Keempat, Penelitian oleh Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah dalam skripsi 

berjudul “Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di KSPPS BMT 

Amanah Indonesia (Amindo) Banyumas”19 berfokus pada implementasi 

perlindungan anggota funding di KSPPS BMT Amanah Indonesia Kabupaten 

Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan secara 

operasional dan manajemen cukup baik, meliputi sistem pengendalian internal 

(SPI), analisis rasio kesehatan lembaga, audit rutin, analisis pembiayaan, serta 

prinsip kehati-hatian untuk mengontrol sirkulasi keuangan. Namun, perlindungan 

 
18 Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil 

(BMT) yang Dilikuidasi di Indonesia” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). 

19 Dzakiyatun Nisa Nurun Nabilah, “Upaya Perlindungan Anggota dan Dana Anggota di 

KSPPS BMT Amanah Indonesia (AMINDO) Banyumas” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), 

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/46095/. 
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belum sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro 

(terutama Pasal 19 tentang penjaminan simpanan) dan UU No. 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (terutama Pasal 4 ayat 1 tentang hak kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan), karena belum adanya lembaga penjamin simpanan 

khusus, asuransi dana anggota, atau sistem perlindungan saat pailit. Ditinjau dari 

maqāṣid asy-Syarī‘ah, upaya tersebut sudah tercapai dengan baik melalui 

pencegahan kerugian (dar’ al-mafsadah) dan pemeliharaan harta. Oleh karena itu, 

peneliti menyarankan pembentukan lembaga penjamin simpanan mikro syariah, 

peran aktif anggota, serta penguatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.  

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan belum adanya skripsi atau 

karya ilmiah yang khusus membahas tentang urgensi kehadiran lembaga penjamin 

simpanan bagi nasabah di lembaga keuangan mikro berdasarkan perspektif 

perlindungan hukum dan maqāṣid asy-Syarī‘ah. 

E. Kerangka Teoretik 

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis untuk mengkaji 

kebutuhan akan hadirnya lembaga penjamin simpanan dalam lembaga keuangan 

mikro yang hingga kini hak-hak atas terjaminnya dana nasabah belum sepenuhnya 

diperoleh. 

Pertama, teori perlindungan hukum. Teori ini berangkat dari pandangan 

bahwa hukum bertujuan memberikan rasa aman, tertib, dan keadilan bagi 

masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia  yang dirugikan oleh pihak 
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lain, dengan cara memberikan kekuasaan atau hak kepada subjek hukum agar dapat 

bertindak untuk melindungi kepentingannya.20 

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah upaya 

melindungi harkat dan martabat, serta penghormatan pada hak asasi manusia oleh 

subjek hukum berdasarkan aturan yang berlaku dari tindakan sewenang wenang, 

atau sebagai himpunan peraturan dan kaidah yang bisa melindungi satu hal dari hal 

lainnya, ia juga menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum dapat dibagi 

menjadi dua sarana antara lain perlindungan hukum yang bersifat preventif dan 

represif. Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang ditujukan untuk 

mencegah adanya konflik, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan 

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang ditujukan 

untuk mengatasi terjadinya konflik, termasuk penanganannya di lembaga 

peradilan.21 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga-

lembaga penegak hukum berupa pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-

lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi). Perlindungan 

hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan 

peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan 

Mikro, Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

 
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. ke-8 . (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). 

21Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, cet. ke-1 

(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 7.     
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Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan lain 

sebagainya. 

Dalam konteks LKM, perlindungan hukum diperlukan bagi nasabah atau 

anggota yang menyimpan dananya. Perlindungan hukum mencakup:  

a. Perlindungan preventif, yaitu pengaturan dan pengawasan agar tidak terjadi 

pelanggaran (misalnya melalui regulasi dan tata kelola lembaga). 

b. Perlindungan represif, yaitu penyelesaian sengketa atau pemulihan kerugian 

apabila pelanggaran telah terjadi (misalnya melalui mekanisme penjaminan 

simpanan atau lembaga penyelesaian sengketa). 

Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan sebagai dasar untuk 

menilai sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan jaminan atas hak-hak 

nasabah LKM, dan apakah keberadaan lembaga penjamin simpanan diperlukan 

untuk memperkuat perlindungan tersebut. 

Kedua, teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah. Teori ini merupakan kerangka filosofis 

dalam hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki 

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan menolak kerusakan 

(dar’ al-mafsadah). Dalam teori klasik,22 Maqāṣid asy-Syarī‘ah mencakup lima 

unsur pokok yang harus dijaga (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu: 

1. Ḥifẓ ad-dīn (perlindungan agama) 

2. Ḥifẓ an-nafs (perlindungan jiwa) 

 
22 Abd Wahid, “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer,” 

Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam 9, no. 2 (2 Oktober 2018): 219–30, 

https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260. 
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3. Ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal) 

4. Ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) 

5. Ḥifẓ al-māl (perlindungan harta) 

Dalam konteks penelitian ini, ḥifẓ al-māl menjadi titik utama. Dana nasabah 

di LKM merupakan bentuk harta yang harus dilindungi agar tidak hilang akibat 

kelalaian, penyalahgunaan, atau kebangkrutan lembaga. Kegagalan lembaga dalam 

mengembalikan simpanan berarti terjadi pelanggaran terhadap Maqāṣid 

perlindungan harta. 

Selain tujuan-tujuan di atas, yang kemudian dikategorikan sebagai tujuan-

tujuan umum (Maqāṣid al-‘Āmmah), ulama kontemporer seperti Ibn ‘Āshūr dan 

Jasser Auda menekankan pentingnya Maqāṣid al-Khāṣṣah,yaitu tujuan syariat yang 

spesifik untuk bidang tertentu.23 Dengan begitu, teori Maqāṣid asy-Syarī‘Ah 

digunakan untuk menelaah urgensi adanya perlindungan dana nasabah guna 

memenuhi tujuan umum (Maqāṣid al-‘Āmmah) dan Maqāṣid al-Khāṣṣah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif 

atau yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dikenal sebagai penelitian 

hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan mengkaji bahan hukum 

berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus-kasus hukum, dan 

 
23 Jaseer Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, 1 ed. (Bandung: Mizan 

Pustaka, 2015), hlm. 36. 
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pendapat para ahli, dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang 

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok 

pembahasan, yaitu urgensi kehadiran lembaga penjamin simpanan bagi 

lembaga keuangan mikro di Indonesia. Penelitian hukum normatif mencakup 

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, 

penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.24 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Argumementasi di sini dilakukan oleh penulis 

untuk memberi preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salahnya atau 

seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil 

penelitian.25 Sifat penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran 

mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, 

terutama terhadap perkara yang diteliti yakni urgensi penjamin simpanan bagi 

nasabah lembaga keuangan mikro. Selanjutnya penulis menganalisis dengan 

menggunakan teori yang terkait dengan hal yang diteliti sebagaimana tersebut 

pada pokok permasalahan, dan diambil kesimpulannya. 

3. Pendekatan penelitian  

Ada dua pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan filosofis. Pendekatan 

 
24 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris, 

5 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 153. 

25 Ibid. 
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perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis undang-

undang atau regulasi yang berkaitan lembaga keuangan mikro dan perlindungan 

hukum, seperti UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta aturan-

aturan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah lembaga 

keuangan mikro. Sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan 

suatu aturan perundangan-undangan terhadap masyarakat atau kelompok 

masyarakat.26 Pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan memanfaatkan 

maqāṣid asy-Syarī‘ah untuk menganalisis tingkat kebutuhan penjaminan 

simpanan dalam lembaga keuangan mikro.  

4. Bahan hukum  

Semua data dalam penelitian yuridis-normatif adalah data sekunder berupa 

bahan-bahan hukum. Sedangkan bahan hukum yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum 

 
26 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. ke-7  (Malang: Bayu 

Media, 2013), hlm. 306. 
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yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini.27 Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur’an, Hadist, 

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini 

adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, yaitu buku, jurnal, skripsi, yang lainnya yang terkait dengan 

kajian kepastian hukum terhadap nasabah lembaga kuangan mikro atau hal 

hal lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 

5. Teknik pengumpulan data  

Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan (field research), 

karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum.28 Oleh karena itu dalam 

penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah 

studi kepustakaan atau dokumentasi (documentary study),29 yaitu memperoleh 

data-data dengan mencari serta menelaah peraturan perundang-undangan, 

maupun buku-buku yang mempunyai keterikatan dengan masalah yang diteliti. 

6. Teknik analisis data  

 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cet. ke-13 (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2017), hlm. 141. 

28 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, oleh 

Chairul Fahmi, cet. ke-1 (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 12. 

29 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, cet. ke-1 (Sinar Grafika, 1991), hlm. 

17. 
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Setelah memperoleh data menggunakan metode pengumpulan data, selanjutnya 

penulis melakukan analisis data. Semua data dipilah dan diolah untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Bahan hukum yang telah 

diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu dengan membahas dan 

menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma norma hukum 

atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Secara 

umum analisis pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan dalam tiga 

tahap. Pertama, identifikasi fakta hukum dengan menganalisis fakta fakta 

hukum atau kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Kedua, 

melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk 

menemukan konsep-konsep hukum. Ketiga, penerapan norma pada fakta 

hukum.30  

G. Sistematika Pembahasan 

Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk merumuskan jalan pikiran dalam 

penelitian ini serta mempermudah para pembaca dalam memahami alur penulisan. 

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang 

setiap pembahasan memiliki sub-sub pembahasan sebagai berikut:  

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk menjelaskan pembahasan 

secara sistematis dan menyeluruh yang menjadikan landasan mencari jawaban dari 

pokok masalah. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan 

 
30 Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, cet. ke-1 (Pasuruan: Qiara Media, 

2021), hlm. 132. 
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masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua merupakan pembahasan tentang tinjauan umum mengenai 

perlindungan hukum, teori Maqāṣid asy-Syarī‘ah dan lembaga penjamin simpanan 

(LPS).  

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai objek penelitian yaitu 

tinjauan tentang penjaminan dana nasabah lembaga keuangan mikro di Indonesia. 

Dengan sub pembahasan di antaranya, penjelasan mengenai lembaga keuangan 

mikro, kelemahan regulasi perlindungan dana nasabah serta  penyimpangan 

terhadap dana atau fraud dalam lembaga keuangan mikro. 

Bab keempat berisi analisis hasil penelitian, yaitu analisis tentang 

perlindungan hukum terhadap dana nasabah lembaga keuangan mikro, serta urgensi 

kehadiran lembaga penjamin simpanan dari perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah  pada 

lembaga keuangan mikro. Tujuan bab ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dibahas sebelumnya sehingga mendapatkan jawaban yang sistematis. 

Bab kelima sebagai penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran 

dari pembahasan-pembahasan pada permasalahan di atas. Pada bab ini juga 

dicantumkan daftar pustaka yang memberi kejelasan kepada para pembaca 

mengenai rujukan yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kelemahan regulasi lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia terletak 

pada belum adanya sistem perlindungan dana nasabah yang komprehensif, 

khususnya dalam bentuk lembaga penjamin simpanan. Meskipun Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan 

pembentukan lembaga penjamin simpanan, hingga saat ini amanat tersebut 

belum terealisasi. Selain itu, pengawasan terhadap LKM masih terfragmentasi 

antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Koperasi, sehingga 

menimbulkan celah regulasi, sehingga perlu adanya penguatan dalam aspek 

regulasi. Kondisi ini menyebabkan perlindungan preventif maupun represif 

terhadap nasabah belum berjalan optimal, terutama ketika terjadi kegagalan 

usaha atau likuidasi lembaga.  

2. Fakta empiris menunjukkan bahwa kelemahan regulasi tersebut telah 

menimbulkan kerugian besar bagi nasabah LKM. Berbagai kasus gagal bayar 

koperasi simpan pinjam dan BMT memperlihatkan bahwa dana masyarakat 

dapat hilang dalam jumlah sangat besar tanpa mekanisme penggantian yang 

jelas. Nilai kerugian yang mencapai puluhan triliun rupiah dan melibatkan 

ratusan ribu korban menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem 

perlindungan dana nasabah LKM. Kondisi ini menegaskan bahwa 

ketidakjelasan regulasi dan ketiadaan lembaga penjamin simpanan 
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berimplikasi langsung terhadap kerugian masyarakat, khususnya kelompok 

ekonomi menengah ke bawah yang menjadi pengguna utama layanan LKM.  

3. Urgensi keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi LKM dalam 

perspektif perlindungan hukum sangat tinggi, karena saat ini terdapat 

ketimpangan perlindungan antara nasabah bank yang dijamin LPS dengan 

nasabah LKM yang tidak memiliki jaminan serupa. Dalam teori perlindungan 

hukum, perlindungan terhadap masyarakat dapat dibedakan menjadi 

perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan 

mencegah terjadinya kerugian melalui regulasi, pengawasan, dan mekanisme 

pengendalian risiko, sedangkan perlindungan represif bertujuan memberikan 

pemulihan hak setelah terjadinya kerugian. Dalam konteks LKM, perlindungan 

preventif telah diupayakan melalui pengaturan perizinan, pengawasan, dan 

kewajiban tata kelola yang baik. Namun, perlindungan represif belum berjalan 

optimal karena tidak adanya sistem penjaminan simpanan yang dapat 

mengganti dana nasabah ketika lembaga mengalami kegagalan usaha atau 

likuidasi. Akibatnya, ketika terjadi kasus gagal bayar atau fraud, nasabah 

sering kali tidak memperoleh penggantian yang layak dan harus menempuh 

jalur hukum yang panjang serta tidak pasti. Oleh karena itu, pembentukan 

sistem penjaminan simpanan bagi LKM menjadi kebutuhan mendesak sebagai 

bentuk perlindungan represif yang melengkapi perlindungan preventif, 

sehingga tercipta sistem perlindungan hukum yang utuh, adil, dan memberikan 

kepastian bagi nasabah lembaga keuangan mikro. 
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4. Dalam perspektif maqāṣid asy-Syarī‘ah, keberadaan LPS bagi LKM 

merupakan kebutuhan yang bersifat ḍarūriyyāt, karena berkaitan langsung 

dengan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kesejahteraan hidup masyarakat 

(ḥifẓ an-nafs). LKM berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi 

kelompok rentan, sehingga kegagalan lembaga yang menyebabkan hilangnya 

dana nasabah berpotensi menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. 

Pembentukan sistem penjaminan simpanan sejalan dengan tujuan syariat untuk 

menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, serta merupakan bentuk 

implementasi prinsip keadilan (al-‘adl) dan perlindungan harta dalam sistem 

keuangan. Dengan demikian, kehadiran LPS bagi LKM tidak hanya penting 

secara hukum positif, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam maqāṣid 

asy-Syarī‘ah. 

B. Rekomendasi 

1. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan (pemerintah). Pemerintah perlu segera 

merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM 

dengan membentuk sistem penjaminan simpanan khusus bagi lembaga 

keuangan mikro, baik melalui perluasan mandat LPS yang ada maupun 

pembentukan skema penjaminan tersendiri. Regulasi tersebut harus dirancang 

dengan mempertimbangkan karakteristik LKM, seperti skala usaha, 

kemampuan membayar premi, serta profil risiko lembaga. Selain itu, 

diperlukan penguatan koordinasi pengawasan antara OJK dan Kementerian 

Koperasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan pengawasan, 

sehingga perlindungan terhadap dana masyarakat dapat berjalan secara 
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menyeluruh atau dapat menunjuk secara langsung pengawasan dan 

kepengaturan LKM kepada salah satu lembaga. 

2. Rekomendasi bagi lembaga keuangan mikro. LKM perlu meningkatkan 

profesionalisme, tata kelola, dan sistem pengendalian internal guna mencegah 

terjadinya fraud dan gagal bayar. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan 

prinsip kehati-hatian, transparansi laporan keuangan, audit berkala, 

peningkatan kompetensi pengurus, serta penguatan peran pengawas internal. 

Selain itu, LKM perlu membangun budaya integritas dan akuntabilitas sebagai 

bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan 

merupakan modal utama dalam keberlangsungan lembaga keuangan mikro. 

3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang disebabkan adanya fragmentasi 

pengawasan atau dualisme yang terjadi pada tubuh LKM, sehingga 

menimbulkan tumpang tindih peraturan serta kurang efektifnya pengawasan 

dan tata kelola lembaga, serta sulit diperolehnya data mendetail mengenai 

berbagai kasus gagal bayar yang terjadi pada LKM dan juga data mengenai 

proses pengawasan LKM oleh lembaga berwenang. 

4. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini bersifat normatif dan 

berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menggambarkan kondisi empiris 

secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan 

untuk melakukan penelitian lapangan (field research) pada berbagai jenis 

LKM, baik koperasi, BMT, maupun LKM berbadan hukum lainnya, guna 

memperoleh data empiris mengenai tingkat perlindungan dana nasabah, 

efektivitas pengawasan, serta persepsi masyarakat terhadap kebutuhan 
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penjaminan simpanan. Penelitian empiris tersebut penting untuk memperkuat 

argumentasi akademik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih 

aplikatif.  
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